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ABSTRAK 

Nurkalila, (2021) : Jual Beli dengan sistem peminjaman uang di desa 

pasenggerahan kecamatan sungai batang kabupaten 

Indragiri hilir  

 

Penulisan peneliti ini di latar belakangi  permasalahan yang terjadi di Desa 

Pasenggerahan Kecamatan Sungai Batang, para pemilik kebun sebelum 

menggarap kebunnya, terlebih dahulu meminjam uang kepada pemberi uang 

(toke). Untuk kebutuhan sehari-hari dengan syarat antara kedua belah pihak 

menepati janji masing-masing, dimana petani kelapa harus menjual hasil panenya 

kepada toke yang memberikan modal/uang. Sementara (toke) harus membeli 

kelapa sesuai harga pasaran. Akan tetapi yang terjadi mala sebaliknya di mana 

pemberi uang (toke) menetapkan harga kelapa sangat murah, dan dalam 

perhitungan kelapa setiap 102 buah kelapa di hitung 100 buah. 

Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana prakter jual beli dengan 

system peminjaman uang di desa pasenggerahan kecamatan sungai batang 

kabupaten Indragiri hilir, bagaimana tinjauan fiqh muamalah jual beli dengan 

system peminjaman uang di desa pasenggerahan kecamatan sungai batang 

kabupaten Indragiri hilir. Berdasarkan hasil penelitian penulis dilapangan, penulis 

temukan kecurangan-kecurangan yang seharusnya tidak terjadi ditengah-tengah 

masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Yang mana harga yang ditetapkan 

oleh toke jauh lebih murah dari harga pasaran jika petani memiliki hutang kepada 

toke, dan dalam perhitungan kelapa setiap 102 buah kelapa di hitung 100 buah.   

Metode yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

ovservasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh petani kelapa di desa pasenggerahan yang berjumlah 602 petani 

dan 5 orang toke. Dari jumlah tersebut penulis mengambil sampel 30 orang dan 5 

orang toke. 

Masyarakat di Desa Pasenggerahan Kecamatan Sungai Batang yang 

mempunyai pohon kelapa menjual hasil kebun mereka kepada toke yang ada di 

Desa Pasenggerahan Kecematan Sungai Batang, Dan dengan kelapa bulat ini lah 

masyarakat bisa melakukan transaksi dengan peminjaman uang. Pada dasarnya 

jual beli di halalkan oleh Allah SWT. Hal ini telah dijelaskan dalam al- Qur‟an 

dan sunnah dan pinjam meminjam uang termasuk transaksi muamalah yang 

mengandung nilai tolong-menolong. yang mempunyai tujuan untuk membantu 

orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan baik berupa materi, dan sangat 

dianjurkan karena memberikan hikmah dan manfaat bagi pemberi utang maupun 

penerima utang.  

Maka, berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa pelaksanaan 

jual beli kelapa bulat dengan sistem peminjaman uang yang dilakukan oleh toke 

dengan petani di Desa Pasenggerahan  Kecamatan Sungai Batang belum sesuai 

dengan Fiqh Muamalah. Karena tidak mengikuti landasan atau prinsip dari Fiqh 

muamalah itu sendiri. 
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KATA PENGANTAR 

 
Segala puji dan puja Alhamdulillah bagi Allah SWT, yang telah 

melimpahkan karunianya kepada kita semua sehingga penyusunan skripsi inidapat 

berjalan dengan lancar. Sholawat dan salam atas junjungan alam, buah hati 

Aminah, Habibullah, kekasih Allah yakni Nabi Muhammad SAW, dengan 

berlapaskan Allahumma Sholli ‘Ala Saiyyidina Muhammad Wa ‘Ala AliSaiyyidina 

Muhammad mudah-mudahan dengan seringnya bersholawat kita termasuk 

umatnya yang mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Amiin. Skripsi ini 

berjudul “Jual Beli  Dengan Sistem Peminjaman Uang Di Desa 

Pasenggerahan Kecamatan Sungai Batang Kabupaten  Indragiri Hilir 

Menurut Perspektif Fiqh Muamalah”. Skripsi ini hasil karya ilmiyah yang 

disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar 

Sarjana Hukum (SH) oleh setiap mahasiswa strata satu (S1) Sarjana Hukum 

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan ada 

kekurangan, kalau terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu 

berasal dari Allah SWT. Namun kalau dalam skripsi ini terdapat kesalahan itu 

datangnya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena keterbatasan kemampuan, 

cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam 

penulisan penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat 

membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan di kemudian 

hari. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang 
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skripsi ini. Dan Abang-abang juga Dani irawan, Kakak saya Rosa salmita, 

Rabiatul adawiyah dan Adik saya Fitriani, Shelfiani serta keluarga besar 

saya yang turut mendoakan dan senantiasa memberikan semangat dan 

dukungan terhadap penulis. 

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau dan  

beserta WR I II, dan III yang telah berjasa memberikan kesempatan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum islam adalah merupakan sekumpulan aturan keagamaan yang 

mengatur perilaku kehidupan kaum muslimin dalam segala aspek, hukum yang di 

bawahnya mencakup segala persoalan baik menyangkut ibadah maupun 

muamalah, yang berlaku untuk semua individu muslim yang mukallaf dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

Berbicara masalah muamalah, berarti membicarakan hubungan manusia 

dengan manusia dalam kehidupan, agar kehidupan itu aman dan tentram. Islam 

membuat berbagai macam peraturan, dengan peraturan itu akan tercipta 

kedamaian dan kebahagian hidup bermasyarakat. 

Muamalah ialah salah satu bagian dari hukum  Islam yang mengatur 

beberapa hal yang  berhubungan  secara langsung dengan tata cara hidup  antar  

manusia dalam kehidupannya sehari-hari.
1
 Menurut Ad-Dimyati, Muamalah   

adalah   aktifitas   untuk   menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya  

masalah  ukhrowi. Sedangkan  menurut Muhammad Yusuf Musa, muamalah 

adalah   peraturan-peraturan Allah SWT yang diikuti dan  ditaati  dalam   hidup 

bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Salah satu muamalah yang 

diatur pelaksanaannya dalam Islam adalah jual beli, Jual beli merupakan suatu 

kegiatan yang  sudah  sejak lama dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi 

                                                             
1 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.12. 
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 segala kebutuhan hidupnya.
2
 Jual beli adalah pertukaran harta atas jalan saling 

suka sama suka yaitu memindahkan milik kepada seseorang dengan ganti rugi 

yang dapat di benarkan syara. 

Jual beli menurut kitab terjemah “Fathul Mu‟in”, lafadh ba‟i menurut 

lughat menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.
3
 Sedangkan menurut  

pengertian fiqih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain 

dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli secara sah, barang yang dijual 

menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai 

pengganti harga barang, menjadi milik penjual.  

Pada prinsipnya jual beli hukumnya adalah halal, dan kegiatan jual beli 

sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan adanya jual beli, maka akan timbul rasa 

saling bantu membantu terutama di bidang ekonomi. Agama  Islam  sendiri   

meganjurkan kepada    kita    untuk melakukan    jual    beli yang sesuai syari‟at 

Islam.
4
 Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2):  275: 

بٰىاۗ  مَۗ  السِّ هۗ الْبيَْعَۗ وَحَسَّ
 وَاحََلَّۗ اّللٰ

“Padahal Allah telah menghalalkan  jual beli dan mengharamkan riba”.
5
 
 

                                                             
2
 Sayyid sabiq, Fiqh Sunnah, Ahli Bahasa, H, Kamaluddin A.Marzuki, (Bandung: PT Al-

Ma‟arif, 1987), Cet, ke VII hlm. 26. 

3
 Aliy As‟ad, Terjemah Fathul Mu‟in 2, (Kudus: Menara Kudus, 1979), hlm.158. 

 

              
4
 Ibrahim,  Penerapan Fikih,(Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004), hlm. 3. 

5
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Teremahannya (Bandung: Diponegoro, 2012), 

hlm. 36. 
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Bahwasannya Allah telah menegaskan riba  itu haram (memakan harta manusia 

yang tidak sah),  sedang jual beli adalah halal (membelanjakan dan menggunakan 

harta yang dihalalkan Allah).
6
  Dalam aturan  hukum  Islam manusia  telah  

dilarang   memakan   harta yang diperoleh dengan jalan batil yaitu dengan cara 

menipu, mencuri, dan jual beli yang tidak sah. Maksudnya ialah memenuhi 

persyaratan, rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli,  sehingga  

bila  syarat  dan  rukunnya  tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak 

syara‟. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisaa (4): 29 

اۗ اىَْۗ تكَهىْىَۗ تِجَازَة ۗ عَيْۗ  نْۗ  بيٌَْكَهنْۗ بِالْباَغِلِۗ اِلَّّ ا اهَْىَالكَه لهىْا  يٰاايَُّهَا الَّرِيْيَۗ اٰهٌَهىْا لَّۗ تأَكْه

ا نْۗ زَحِيْو  َۗ كَاىَۗ بِكه
ٰ
ًْفهسَكهنْۗ اىَِّۗ اّلل ا اَ نْۗ وَلَّۗ تقَْتهلهىْا ٌْكه  تسََاضۗ  هِّ

 “Hai  orang-orang  yang  beriman, janganlah  kamu  saling  memakan   

harta   sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan per niagaan 

yang Berlaku  dengan  suka  sama-suka  di  antara  kamu. dan janganlah 

kamu membunuh  dirimu. Sungguh, Allah Maha  Penyayang kepadamu”.
7
 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memperbolehkan jual beli 

dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, yakni jual 

beli yang salah satunya ialah suka sama suka antara penjual dan pembeli sehingga 

tidak ada unsur keterpaksaan dari salah satu pihak.   

Allah mensyari‟atkan jual beli sebagai suatu kebebasan dan kekuasaan 

bagi umatnya. Hal ini terutama disebabkan manusia sebagai individu mempunyai 

kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan pakaian. Kebutuhan ini tidak akan 

                                                             
6
 Ahmad Mushthafa Al-Maraghy, Terjemah Tafsir Al-Maraghy, alih bahasa oleh  Bahrun 

Abu Bakar, (semarang: CV. Toha Putra, 1986), hlm. 111. 

7
 Muhammad Yunus, Tafsir Qur’an Karim, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung), cet 22, 1982 

M/ 1402 H, hlm. 112. 
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berhenti selama yang bersangkutan masih hidup. Tidak ada seorangpun yang bisa  

memenuhi hajat hidupnya secara sendirian, hal ini pertukaran harta suatu aspek 

yang penting.
8
 

Indonesia mayoritas masyarakatnya menyandarkan kebutuhan ekonomi 

pada sektor perkebunan. Khususnya Desa Pasenggerahan Kecamatan Sungai 

Batang yang mayoritas masyarakatnya mengantungkan perekonomian dari sektor 

perkebunan dan masyarakatnya adalah petani, khususnya petani kelapa. Kelapa 

tersebut di namakan oleh masyarakat desa pasenggerahan dengan  kelapa bulat  

karena di desa pasenggerahan ada dua jenis kelapa yaitu ada kelapa bulat dan 

kelapa kopra. Kelapa bulat yaitu kelapa yang masih utuh dan sudah di kupas 

kulitnya dan masih ada tempurungnya dan airnya, sedangkan kelapa kopra yaitu 

jenis kelapa yang sudah di olah dan di buang tempurungnya beserta airnya dan 

sudah di keringkan atau di jemur di bawah matahari. Saat ini perkebunan 

merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat di Desa Pasenggerahan 

Kecematan Sungai Batang, apalagi perkebunan dapat dijadikan sektor penompang 

pembangunan berkelanjutan. Karena prosesnya yang berkelanjutan ditompang 

sumber daya alam dan kualitas lingkungan dan sumber daya manusia.  

Perkebunan kelapa merupakan salah satu dari sekian banyak mata 

pencaharian yang dipilih oleh masyarakat di Desa Pasenggerahan Kecamatan 

Sungai Batang sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini dipilih 

masyarakat karena berbagai alasan diantaranya adalah karena usia produktif 

                                                             
8
 Sayyid Sabiq, Op.Cit., hlm. 46 
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perkebunan kelapa lebih lama dibandingkan dengan komuditas lainnya dan 

pemeliharaannya tidak memakan biaya besar.  

Masyarakat di Desa Pasenggerahan Kecamatan Sungai Batang yang 

mempunyai pohon kelapa menjual hasil kebun mereka kepada toke  yang ada di 

Desa Pasenggerahan Kecematan Sungai Batang, Dan dengan kelapa bulat ini lah 

masyarakat bisa melakukan transaksi dengan peminjaman uang. Dalam observasi 

peneliti menemukan permasalahan yang terjadi di Desa Pasenggerahan 

Kecamatan Sungai Batang, para pemilik kebun sebelum menggarap kebunnya, 

terlebih dahulu meminjam uang kepada pemberi uang (toke). Untuk kebutuhan 

sehari-hari dengan syarat antara kedua belah pihak menepati janji masing-masing, 

dimana petani kelapa harus menjual hasil panenya kepada toke yang memberikan 

modal/uang. Sementara (toke) harus membeli kelapa sesuai harga pasaran. Akan 

tetapi yang terjadi mala sebaliknya di mana pemberi uang (toke) menetapkan 

harga kelapa sangat murah, dan dalam perhitungan kelapa setiap 102 buah kelapa 

di hitung 100 buah. Sementara pembeli kelapa dari luar mahal. Mengakibatkan 

para  petani kelapa lebih memilih menjual kelapanya di toke yang lain. 

Salah satu kasus yang pernah terjadi Acok Sindrang adalah salah satu 

seorang pembeli kelapa (toke) dan ia juga memberikan peminjamkan uang bagi 

petani kelapa yang membutuhkan. Pemberian ini harus di sepakati yang mana  

pemimjam harus menjual kelapanya dengan toke yang meminjamkan uang dan 

tidak boleh menjual kelapanya kepada toke lain. Pada suatu ketika Jumardi 

seorang pekerja kelapa datang untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- 

(Satu Juta Rupiah) untuk keperluan sehari-hari. Setelah kelapa Jumardi siap untuk 



6 
 

 
 

di jual ternyata Acok sindrang membeli kelapa tersebut dengan harga murah,  

harga pasaran kelapa saat itu  perkilo Rp. 2.400,- tetapi toke membeli harga 

kelapa jumardi dengan harga  Rp. 1.800,- sampai Rp. 1.900,- Karena Jumardi  

sangat membutuhkan uang maka ia menyetujuinya.
9
 

Menurut salah satu toke (pemberi uang)
10

 bahwa dengan adanya 

pelaksanaan jual beli kelapa dengan sistem peminjaman uang kepada masyarakat 

akan mempunyai dampak yang positif dan meningkatkan taraf hidup dan 

memajukan kehidupan masyarakat itu sendiri untuk kesejahteraan anak dan 

keluarganya masa kini dan masa yang akan  mendatang.   

Di Desa Pasenggerahan khususnya, terjadi kecurangan yang dilakukan 

oleh toke terhadap petani dalam transaksi jual beli kelapa tersebut. Kecurangan 

yang dilakukan oleh toke terjadi pada saat penghitungan jumlah kelapa dan harga 

kelapa itu sendiri. Dimana harga jual kelapa akan turun jika petani berhutang 

kepada toke. Dan petani juga di isyaratkan menjual hasil panennya kepada toke 

tersebut. dan ini dilakukan bukan oleh 1 (satu) orang toke akan tetapi hampir 

semua toke yang terdapat di desa tersebut. 

Dari uraian diatas peneliti ingin mengetahui pelaksanaan jual beli kelapa 

bulat dengan sistem peminjaman uang di Desa Pasenggerahan. Dari masalah 

diatas maka, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut masalah tersebut yang 

akan diteliti penulis dengan judul “Jual Beli  Dengan Sistem Peminjaman Uang 

                                                             
9
 Wawancara Dengan Jumardi (Petani Kelapa), Di Desa Passenggerahan, 20 Oktober 

2020. 

 
10

 Wawancara Dengan Acok Sindrang (toke), Di Desa Passenggerahan, 20  Oktober  

2020. 
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Di Desa Pasenggerahan Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri 

Hilir Menurut Perspektif Fiqh Muamalah”.  

B. Batasan Masalah 

agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu diadakan pembatasan masalah 

yang akan diteliti. penelitian ini difokuskan pada sistem pelaksanaa jual beli 

kelapa bulat dengan sistem peminjaman uang di Desa Pasenggerahan Kecamatan 

Sungai Batang Kab. Indragiri Hilir. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa 

pokok permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Praktek Jual Beli Dengan Sistem Peminjaman Uang Di Desa 

Pasenggerahan Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir? 

2. Bagaimana Tinjauan fiqh muamalah terhadap Praktek Jual Beli Dengan 

Sistem Peminjaman Uang Di Desa Pasenggerahan Kecamatan Sungai 

Batang Kabupaten Indragiri Hilir? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang di atas maka secara 

umum mempunyai tujuan dan kegunaan dalam penulisan proposal ini antara lain: 

1. Tujuan penelitian ini adalah:  

a.  Untuk mengetahui pelaksanaan terhadap jual beli kelapa bulat 

dengan sitem peminjaman uang di desa pasenggerahan kecamatan 

sungai batang. 

b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual 
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beli kelapa bulat dengan sitem peminjaman uang di desa 

pasenggerahan kecamatan sungai batang. 

2. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah: 

a) Untuk melengkapi tugas-tugas penulis sebagai syarat untuk 

mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari‟ah dan 

Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  Kasim Riau. 

b) Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya 

khazanah,  intelektual dan menambah wawasan dan cakrawala 

berfikir serta sebagai bahan bacaan yang baik bagi penulis maupun 

bagi mahasiswa.  

c) Sebagai bahan atau data informasi dibidang Hukum Ekonomi 

Syariah (Muamalah) bagi kalangan akademisi untuk mengetahui 

dinamika berkenaan dengan pelaksanaan jual beli kelapa bulat 

dengan sitem peminjaman uang. 

 

E. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), di dalam 

penelitian ini penulis memperoleh data dengan melakukan penelitian 

langsung kelapangan, karena data yang diperoleh dari hasil pengamatan 

langsung. dalam hal ini objek penelitian adalah peristiwa-peristiwa yang 

terjadi dalam aktivitas jual beli kelapa bulat. 

2. Lokasi Penelitian  
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  Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan untuk memperoleh 

data dan informasi adalah pada Desa Pasenggerahan Kecamatan Sungai 

Batang, Kabupaten Indragiri hilir, Riau. Dengan alasan masyarakatnya 

mayoritas petani kelapa, banyak terjadi praktik jual beli kelapa bulat di 

sana, dan lebih dekat dengan tempat tinggal, mudah dijangkau dan 

ekonomis. 

3. Sumber Data 

Dalam penelitian ini yang akan penulis gunakan dalam penelitian 

ini adalah  

1) Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari  

objek penelitian sebagian yang di cari ditemukan pada saat 

penelitian lapangan.
11

 Adapun data primer peneliti yaitu yang 

berbentuk pendapat para petani kelapa bulat (peminjam uang) dan 

pemberi uang (toke). 

2) Data Sekunder  

Data Sekunder adalah data yang mendukung data primer dan 

dapat diperoleh dari luar objek penelitian.
12

 Ialah buku-buku 

kepustakaan yang ada kaitannya dengan objek penelitian, baik dari 

al-Qur‟an, buku-buku fiqh muamalah seperti karya Hendi Suhendi, 

Helmi Karim, Ahmad Wardi Muslich dan lainnya.  

                                                             
11 Saifudin fAzwar, Metodologi Penelitiaan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 

19.  

12
 Sutrisno Hadi, Metode Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 11. 
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3) Data Tersier  

Data Tersier adalah sumber data tambahan yang memberikan 

penjelasan terhadap data sekunder berupa website dan artikel,seperti 

pengertian dengan kata-kata asing. Yang mana penulis ambil dari 

kamus bahasa indonesia. 

4. Subjek dan Objek Penelitian 

a.   Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian adalah individu/populasi, benda, organisme yang 

bisa di jadikan sumber informasi dan bisa di peroleh keterangan darinya 

untuk penelitian yang sedang dilakukan.
13

 Adapun Subjek Dalam 

Penelitian Ini Adalah Petani Kelapa (Peminjam Uang) Dan Pemberi Uang 

(Toke) Di Desa Pasenggerahan Kecamatan Sungai Batang. 

b.  Objek Penelitian 

 Objek penelitian adalah isu, problem, atau permasalahan yang di 

bahas, di kaji, atau di teliti. Yang Menjadi Objek Penelitian Ini Adalah 

peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam Pelaksanaan Jual Beli Kelapa 

Bulat Dengan Sistem Peminjaman Uang Di Desa Pasenggerahan 

Kecamatan Sungai Batang. 

5. Populasi dan sampel  

a. Populasi  

Populasi merupakan sekumpulan objek atau subjek penelitian yang 

hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yamg telah ditentukan 

                                                             
13 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 91. 
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sebelumnya. Setelah melakukan observasi yang di lakukan maka di 

temukan populasi sebanyak 602 orang petani kelapa dan 5 orang pemberi 

uang (toke) Di Desa Pasenggerahan Kecamatan Sungai Batang. 

b. Sampel 

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili 

keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam 

menemukan penelitian.
14

 Tujuan berbagai teknik sampel itu ialah untuk 

mendapatkan sampel yang mencerminkan populasinya, atau secara 

teknik disebut sampel yang representative.
15

 Sampel dalam penelitian 

ditetapkan dengan teknik, yaitu Accidental Sampling yaitu teknik 

penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang peneliti 

jumpai dapat digunakan sebagai sampel. Berdasarkan pengertian di atas 

maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini Sebanyak 30 petani 

kelapa dan ada pun 5 orang pemberi uang (Total sampling).  

6. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka 

penelitian ini diperlukan beberapa metode yaitu: 

a. Observasi  

Pengumpulan data secara langsung pada pelaksanaan jual beli 

dengan sistem peminjaman uang di Desa Pasenggerahan Kecamatan 

                                                             
14 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafik, 2002), 

hlm. 43. 

15  Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), hlm. 82. 
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Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir. 

b. Wawancara  

 yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

terstruktur, hal ini guna mendapatkan informasi secara mendalam 

mengenai pelaksanaan jual beli kelapa bulat dengan sistem peminjaman 

uang di desa pasenggerahan. 

c. Dokumentasi 

 yang digunakan untuk mengambil data tertulis yang sudah ada 

seperti dokumen-dokumen dan lain sebagainya. Jadi data ini diperoleh 

untuk melengkapi dan memperkuat refrensi tentang hal-hal yang 

berkenaan dengan judul skripsi ini. 

d. Studi Pustaka  

 Yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya 

dengan persoalan yang sedang di teliti. 

7. Teknik Analisis Data  

 Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode Deskriftif 

kualitatif. Menurut Mulyono, metode kualitatif yaitu metode yang 

menggambarkan atau mengungkapkan fakta yang apa adanya sesuai 

dengan kenyataan yang diamati, yang ada kaitannya dengan masalah 

yang dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan secara tepat sesuai 

dengan pokok permasalahan. 

 Analisis yang digunakan oleh penulis ialah analisis deskriftif 

kualitatif, yaitu data yang telah dikumpulkan di analisis secara deskriptif 
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dengan menguraikan permasalahan yang ada dengan jelas. Kemudian 

ditarik simpulan secara deduktif, yakni menarik suatu simpulan dari 

penguraian bersifat umum ditarik ke khusus, sehingga penyajian hasil 

penelitian ini dapat dipahami dengan mudah. 

8. Teknik Penulisan 

a. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan 

ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
16

 

b. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang 

diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar 

dan diamati dengan alat indra peneliti. 

 

F. Sistematika Penulisan  

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang 

dibahas, penulisan karya ilmia ini dibagi dalam lima bab, dimana antara bab yang 

satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan dengan uraian sebagai 

berikut: 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Pada Bab pendahuluan yang membahas berbagai gambaran 

singkat dan mencapai tujuan penulisan yang meliputi latar 

belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan   penelitian, dan sistematika penulisan.  

                                                             
16

  Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, kebijakan Publik dan 

Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. Ke-2 hlm. 26. 
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BAB II   : LOKASI PENELITIAN 

Pada bab ini membahas tentang geografis dan demografis, 

pendidikan dan kehidupan beragama, dan kehidupan sosial 

ekonomi. 

BAB III  : TINJAUAN TEORITIS 

Menjelaskan tentang konsep jual beli dedalam Fiqh Muamalah, 

baik pengertian jual-beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat 

jual beli, maupun macam-macam jual beli, jual beli yang di 

larang, hikmah jual beli, pendapat para ulama tentang jual beli. 

BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Adapun yang diuraikan dalam bab empat yakni: berisi tentang 

pembahasan hasil penelitian dalam hal ini penulis memaparkan  

mengenai praktek jual beli dengan sistem peminjaman uang di 

Desa Pasenggerahan Kecamatan Sungai Batang Kabupaten 

Indragiri hilir dan Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktek jual 

beli dengan sistem peminjaman uang di Desa Pasenggerahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri hilir. 

BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan kesimpulan dari pembahasan, kemudian dilanjutkan 

dengan memberikan saran sebagai perbaikan dari segala 

kekurangan dan disertai dengan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG DESA PASENGGERAHAN 

A. Geografis Desa Pasenggerahan 

Desa Pasenggerahan  merupakan salah satu Desa yang terdapat di 

Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir. Pada mulanya Desa 

Pasenggerahan merupakan semak belukar dan pesawahan serta berbagai kebun 

kelapa yang ditengah-tengah ada aliran sungai yang mengalir sampai ke Desa 

Pasenggerahan tersebut sebagai jalan lintas penduduk. Desa Pasenggerahan mulai 

berdiri sekitar tahun 1932 zaman colonial belanda.  

Nama Desa Pasenggerahan di ambil dari Persingahan kolonial belanda asal 

mulanya Pesanggerahan (Tempat singgah) kemudian tahun 1980 dirubah menjadi 

Pesanggerahan.Sehingga Kepala Desa pertam kali dipercayakan kepada Bapak 

Daut karena beliau inilah yang pertama kali menghuni Desa ini. Desa 

Pasenggerahan pada saat  itu masih bergabung dengan Kecamatan Reteh Pulau 

Kijang hingga tahun 2005. Pada tahun 2006 Terjadilah pemekaran Kecamatan 

dari Kecamatan  Reteh menjadi Kecamatan Sungai Batang hingga sekarang ini. 

                              TABEL II.1 

ORBITRASI/ JARAK DARI PUSAT PEMERINTAHAN 

NO JARAK TEMPUH  KETERANGAN 

1. 

2. 

3. 

4 

Jarak ke ibu kota kecamatan  

Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan 

Jarak ke ibu kota kabupaten 

Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten 

8 KM 

30 MENIT 

85 KM 

120 MENIT 

     (sumber data dari kantor kepala Desa Pasenggerahan) 
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Desa Pasenggerahan memilki luas 44 Km
2
 dan 2 Km

2
 dijadikan pemukiman 

penduduk dan luas perkebunan 2875 Ha. Stuktur tanah yang terdapat di Desa 

Pasenggerahan terdiri atas tanah organosol (litosol). Yaitu tanah gambut yang 

banyak mengandung bahan organik. Ditinjau dari batas wilayah Desa 

Pasenggerahan  berbatasan dengan : 

a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Sungai Udang 

b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kuala Sungai Batang 

c. Sebelah Barat Berbatasan dengan Benteng Utara  

d. Sebelah Timur Berbatasan dengan Pandan Sari 

B. Demografi Desa Pasenggerahan 

Desa Pasenggerahan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini 

diketahui baik dari jumlah penduduk, pendidikan, agama, suku, dan lainya. 

Dari kemajemukan tersebut dapat diketahui menurut data statistic tercatat 

jumlah penduduk Desa Pasenggerahan 2.194 jiwa. Dari 2.194 jiwa penduduk 

Desa Pasenggerahan adalah laki laki sebanyak 1.139 jiwa dan perempuan 1.05 

jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini: 

TABEL II.2 

JUMLAH PENDUDUK DESA PASENGGERAHAN 

MENURUT JENIS KELAMIN 

 

NO JENIS KELAMIN FREKUENSI 
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1. 

 

2. 

LAKI-LAKI 

 

PEREMPUAN 

1.139 

 

1.055 

 JUMLAH 2.194 Jiwa 

 (sumber data dari kantor kepala Desa Pasenggerahan) 
 
 

C. Pendidikan Dan Kehidupan Agama 

1. Pendidikan 

 

Pendidikan yang merupakan sarana untuk memperolah ilmu 

pengetahuan. Dan dalam penyampaian ilmu pengetahuan tersebut dibutuhkan 

sarana pendidikan atau sekolah. Di Desa Pasenggerahan dalam pembangunan 

prasarana pendidikan menunjukan kemajuan dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat 

dalam usaha pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia dan 

pemerataan pembangunan dilaksanakan dalam segala bidang, baik bersifat fisik 

maupun mental, maka didirikanlah sekolah umum maupun sekolah agama. Maka 

untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut: 

TABEL II.3 

 

JUMLAH SARANA PENDIDIKAN DI DESA PEBENAAN 

 

NO  JUMLAH SARANA PENDIDIKAN JUMLAH 

1. TAMAN KANAK-KANAK 1 

2. SEKOLAH DASAR 1 

3. MADRASAH 3 

 JUMLAH 5 
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Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa sarana pendidikan di Desa 

Pasenggerahan saat sekarang ini cukup memadai. Hal ini terlihat dengan adanya 1 

(satu) Taman Kanak-kanak , 1 (satu) Sekolah Dasar, 3 (tiga) Madrasah. Untuk 

peningkatkan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan masih di perlukan 

sarana-sarana penunjang lainya. Karena masih banyak masyarakat desa 

pasenggerahan keadaan pendidikannya kurang. Untuk lebih jelasnya bagaimana 

keadaaan pendidikan masyarakat Desa Pebenaan dapat dilihat pada table berikut :  

TABEL II.4 

 

KLASIFIKASI PENDUDUK DESA 

PASENGGERAHAN MENURUT 

TINGKATAN PENDIDIKAN 

NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH 

1. Tamatan TK 41  

2. Tamatan SD 264 

3. Tamatan SLTP 40 

4. Tamatan SLTA 69 

5. Tamatan Pondok 17 

6. 

7. 

8. 

Tamatan Akademik 

Belum tamat sekolah 

Belum sekolah 

38 

575 

1.150 

 JUMLAH  2.194 

(sumber data dari kantor kepala Desa Pasenggerahan) 

 

2. Kehidupan agama 

Masyarakat yang tinggal di Desa Pebenaan penduduknya 100% 

beragama Islam, sebagian masyarakat taat menjalankan syari‟at agama dan 
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memiliki tempat peribadatan sebagai sarana penunjang bagi masyarakat dalam 

menjalankan agamanya. Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor kepala 

Desa Pasenggerahan ini terdapat 8 tempat ibadah sebagaimana yang terlihat 

dalam tabel berikut: 

TABEL II.5 

 

SARANA RUMAH IBADAH YANG ADA DI DESA 

PASENGGERAHAN 

NO SARANA RUMAH IBADAH JUMLAH 

1. MASJID 3 

2. MUSHOLA 5 

 JUMLAH  8 

 

Dengan melihat tabel di atas maka diketahui bahwa di Desa 

Pasenggerahan tidak satupun terdapat sarana peribadatan selain sarana 

peribadatan agama Islam. Mayoritas masyarakat di Desa Pasenggerahan 

bermazhab syafi‟I yang telah hidup dan berkembang di tengah-tengah 

masyarakat. 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa di Desa Pasenggerahan terdapat 

3 (tiga) masjid dan 5 (lima) surau. Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, 

bahwa masyarakat yang berdomisili di Desa Pasenggerahan 100% beragama 

Islam dan data ini berdasarkan data dari kantor kepala Desa Pebenaan. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel ini: 
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TABEL II.6 

 

JUMLAH UMAT BERAGAMA DI DESA    

PASEMGGERAHAN 

NO AGAMA FREKUENSI 

1. ISLAM 2.194 

2 KRISTEN - 

3 HINDU - 

4 BUDHA - 

JUMLAH 2.194 

 

D. Mata Pencaharian 

 

 Harus diakui bahwa tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang 

cukup signifikan dalam menentukan tingkat mata pencaharian masyarakat itu 

sendiri, di mana masyarakat yang tingkat pendidikanya tinggi akan cendrung 

berbeda dengan masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah. 

Bahkan lingkungan dan alam pun ikut berperan dalam menentukan 

karakteristik mata pencarian masyarakat setempat. Khususnya Desa 

Pasenggerahan dengan kondisi alamnya yang sangat mendukung untuk 

pertanian dan perkebunan. Maka masyarakatnya lebih cendrung untuk bertani 

dan berkebun. Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat Desa 

Pasenggerahan yang menjadi petani, baik itu dengan bersawah maupun 

berkebun. 
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TABEL II.7 

 

MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA 

PASENGGERAHAN 

NO JENIS MATA PENCAHARIAN FREKUENSI 

1. Petani 602 

2. Pedagang  30 

3. PNS 7 

4. Tukang 15 

5. Guru 21 

6. Bidan 2 

7. 

8. 

9. 

10. 

Pensiunan  

Nelayan 

Buruh 

Belum Bekerja 

1 

50 

115 

1.342 

Jumlah 2.194 

 

Untuk memberikan gambaran yang rinci tentang pekerjan dan mata 

pencaharaian masyarakat Desa Pasenggerahan dapat di lihat dalam uraian berikut: 

1. Bertani 

Penduduk Desa Pasenggerahan yang pekerjaanya bertani sebanyak 

602 jiwa, potensi pertanian di Desa Pasenggerahan sangat memadai hal ini 

karena Desa Pasenggerahan memiliki daerah aliran sungai yang pasang 

surut ditambah lagi dengan keadaan tanahnya yang subur. Jenis pertanian 
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yang digeluti oleh masyarakat Desa Pasenggerahan yakni: kelapa, kelapa 

sawit, pinang, dan kacang-kacangan. 

2. Pedagang 

Penduduk Desa Pasenggerahan yang menjadi pedagang yaitu 

sejumlah 30 jiwa. Pedagang disini baik yang jualan bahan bangunan, listrik, 

dan termasuk juga toke. 

3. PNS 

Penduduk Desa Pasenggerahan yang menjadi pegawai negeri sipil 

(PNS) sejumlah 7 jiwa. Baik sebagai guru maupun bekerja di kantor. 

4. Tukang 

Penduduk yang berprofesi sebagai tukang di Desa Pasenggerahan 

berjumlah 15 jiwa.  

5. Guru 

Penduduk Desa Pasenggerahan yang menjadi guru honor adalah 

sejumlah 21 jiwa. Hal ini baik kontrak daerah maupun provinsi. 

6. Bidan 

Penduduk yang berprofesi sebagai sebagai Bidan di Desa 

Pasenggerahan berjumlah 2 jiwa. 

7. Pensiunan 

Penduduk Desa Pasenggerahan yang pensiunan berjumlah 1 jiwa. 

8. Nelayan  

Penduduk Desa Pasenggerahan yang menjadi Nelayan berjumlah 

50 jiwa. 
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9. Buru/Jasa 

Penduduk Desa Pasenggerahan yang menjadi buruh / jasa 

sejumlah 115 jiwa. Yang dimaksud buruh disini adalah masyarakat yang 

baik perseorangan maupun kelompok bekerja pada suatu perusahaan. Dan 

juga termasuk yang menjadi buruh pasar, yaitu orang yang menjadi kuli 

pengangkat di pasar dan tukang bersih-bersih dipasar tersebut. Dan 

pekerja perkebunan. 

10. Belum bekerja 

Yang di maksud dengan belum bekerja adalah penduduk yang 

sedang dalam masa pendidikan, para lansia, penganguran dan juga anak-

anak. Yang mana jumlahnya adalah 1342 jiwa. 

Demikianlah gambaran secara umum mata pencaharian masyarakat Desa 

Pasenggerahan Kecamatan Sungai Batang. 

E. Adat Istiadat 

Adat istiadat merupakan salah satu ciri dari setiap masyarakat di manapun 

dia berada dan diantara satu daerah dengan daerah yang lain memiliki adat yang 

berbeda pula, hal ini dipengaruhi oleh keadaan alam semesta dan lingkungan 

tempat tinggal mereka dan cara mereka bergaul. 

Menurut bahasa adat berarti aturan, perbuatan dan sebagainya, disamping 

sebagai sesuatu yang lazim dituruti atau dilaksanakan sejak zaman dahulu kala
17

. 

Sedangkan menurut abdul wahab khallaf memberikan pergertian tentang adat 

                                                             
17

  W.J.S. Poerwadarnita, Kamus umum bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 

h. 156 
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adalah suatu yang dibiasakan oleh manusia senantiasa mereka kerjakan atau 

mereka tinggalkan baik perkataan maupun perbuatan. 

 Dengan pengertian diatas dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa adat 

istiadat suatu bentuk kebiasaan pada suatu daerah yang senantiasa di ikuti oleh 

daerah tertentu atau masyarakat di saat ini dan masyarakat sesudahnya. 

Dari uraian di atas memberi pemahaman bahwa adat istiadat merupakan 

hal yang sangat penting sekali, bahkan di Indonesia adat istiadat di jadikan 

sebagai perundang-undangan. Demikian urgensinya masalah adat, sehinggga 

banyak sanksi-sanksi yang di terapkan bagi yang melanggarnya. 

Demikian halnya di Desa Pasenggerahan yang mempunyai adat istiadat yang 

berbeda dengan daerah lainya. Dengan adat istiadat yang menonjol di daerahnya 

adalah: 

1. Pesta perkawinan 

Pesta perkawinan merupakan hal yang biasa terjadi di tengah-tengah 

masyarakat. Akan tetapi lain daerah lain pula tata cara adat mereka tentang 

perkawinan. Adapun pesta perkawinan yang terjadi di Desa Pebenaan 

melalui beberapa tahap yaitu: 

a. Sebelum akad nikah, mempelai pria atas kesepakatan kedua belah 

pihak harus mengantarakan antaran atau uang yang jumlahnya telah 

disepakati. Hal ini diluar mahar. 

b. Setiap mempelai wanita harus khatamal Al-Qur‟an. Setelah khatam 

Al- Qur‟an dilanjutkan dengan akad nikah. 

c. Saat pihak mempelai laki laki datang ke rumah pihak perempuan di 
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sambut dengan pencak silat. 

2. Cuci lantai 

Cuci lantai ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyambut 

atau sebagai ucapan syukur atas kelahiran seorang bayi. Hal ini di lakukan 

pada hari ketujuh setelah kelahiran bayi. 

3. Menyemah parit. 

Menyemah parit
18

 adalah suatu bentuk kegiatan atau ritual yang 

dilakukan oleh masyarakat untuk menghindarkan musibah pada parit 

tersebut. Biasanya hal ini dilakukan oleh seorang tetua kampung dengan 

memberikan sesajen kepada penunggu kampung atau yang dikenal dengan 

jin penunggu. Dan selama proses ini berlansung masyarakat pada parit 

tersebut tidak di bolehkan merusak satu tanaman pun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18

 Parit adalah daerah yang di pisahkan oleh anak sungai. Atau berbentuk dusun. 
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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pengertian Jual Beli 

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata jual dan beli 

mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual dan beli 

menunjukan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli menunjukan adanya 

perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukan adanya dua 

perbuatan dalam suatu peristiwa yaitu, satu pihak penjual dan pihak lain pembeli. 

Dari ungkapan diatas terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak 

yang saling menukar atau melakukan pertukaran
19

. Maka dalam hal ini terjadilah 

transaksi jual beli yang mendatangkan akibat hukum. 

Secara lughawi (dalam bahasa arab) jual beli adalah bai‟i, berarti menjual, 

menganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata al-bai‟i dalam 

bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni asy-syira‟ 

(beli). Dengan demikian kata al-bai‟I berarti “jual”, tetapi sekaligus juga “beli”. 

Dalam fiqih Islam dibahas secara luas oleh ulama fiqih, sehingga dalam berbagai 

literature ditemukan pembahasan dengan topik al-buyu‟ (kitab jual beli)
20

. 

Sedangkan menurut terminology, para ulama berbeda pendapat dalam 

mendefenisikanya. Yakni sebagai berikut: 

Menurut Ulama Hanafiyah 

                                                             
19 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2004) cetakan 

ke 3, h. 128 

20
 Abdul Aziz Dahlan, dkk, ensiklopedi hukum Islam, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Nvan 

Hoeve1999), jilid 3, h. 87 
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Artinya: Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus 

(yang dibolehkan)
21

 

Menurut Imam Nawawi 

Artinya: Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. 

Menurut mazhab Syafi‟I jual beli artinya menukarkan barang dengan barang 

atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang 

terhadap orang lainya atas dasar kerelaan dua belah pihak
22

. 

Pada prinsipnya defenisi yang dikemukakan para ulama, menurut mazhab 

masing masing, mempunyai pengertian yang sama, hanya sebahagian yang 

mengemukakan dalam arti yang umum dan ada pula yang mengemukakan dalam 

arti yang khusus. Jual beli dalam artian umum adalah tukar menukar harta atau 

menukar harta dengan manfaat.  

Dalam arti khusus adalah tukar menukar harta dengan uang menurut 

ketentuan Islam yang berlaku suka sama suka yang bertujuan untuk memiliki 

selamanya. 

B. Dasar hukum jual beli. 

Salah satu bentuk muamalah yang diatur pelaksanaannya di dalam Islam 

adalah masalah jual beli. Di lihat dari aspek hukum jual beli hukumnya mubah 

kecuali jual beli yang di larang oleh syara.
23

 Hukum Islam membenarkan adanya 

                                                             
21 Rachmat Syafi‟i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), cet ke -2, h.73 

22 Ibnu Mas‟ud, dkk. Fiqih Mazhab Syafi’I, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), cet ke-1, 

h.22 

23
 Ahmad wardi muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta:Amzah, 2015), h.177 
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jual beli berdasarkan Q.S Al-Quran dan Hadits serta ijma para ulama. Adapun dari 

Al-Qur‟an dapat dilihat pada Q.S Al-Baqarah[2];275: 

 

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba. tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 

dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya 

apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), 

Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 

dalamnya. 

kemudian dalam Q.S An-Nisa[4];29, Allah berfirman: 

ىْىَۗ تِجَازَة ۗ عَيْۗ    اۗ اىَْۗ تكَه نْۗ باِلْباَغِلِۗ الَِّّ نْۗ  بيٌَْكَه ا اهَْىَالكَه لهىْا  يٰاايَُّهَا الَّرِيْيَۗ اٰهٌَهىْا لَّۗ تأَكْه

ا نْۗ زَحِيْو  َۗ كَاىَۗ بكِه
نْۗ اِىَّۗ اّللٰ ًْفهسَكه ا اَ نْۗ وَلَّۗ تقَْتهلهىْا ٌْكه  تسََاضۗ  هِّ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu. 

 

Adapun dasar dari hadist nabi SAW diantaranya: 
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Artinya: Dari Rifa‟ah bin Rafi bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya 

orang, “apakah usaha yang paling baik?” Rasulullah menjawab “usaha 

seseorang dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang jujur” ( 

HR Bazzar dan Hakim). 

Dari beberapa dasar hukum yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa jual beli adalah suatu yang disyariatkan dalam Islam. Sehingga jual beli 

dibenarkan dengan memperlihatkan syarat dan rukun yang telah ditetapkan syariat 

Islam mengenai jual beli yang sah. 

C. Rukun dan syarat jual beli. 

Rukun dan syarat jual beli merupakan suatu kepastian, tanpa adanya rukun 

dan syarat tentulah tidak terlaksana menurut hukum, karena rukun dan syarat tidak 

bisa dikesampingkan dari suatu perbuatan dan juga termasuk bagian perbuatan 

tersebut. 

a. Rukun jual beli  

    Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli, 

Adurrahman al jaziri telah mengemukakan Rukun jual beli ada enam 

macam pertama lafazh (siqhat) kedua orang yang berakat, ketiga benda 

yang diakadkan (objek jual beli). Masing masing terbagi dua sebab 

orang yang berakad itu adakalanya penjual dan adakalanya pembeli. 

Benda yang diakadkan itu diakadkan adakalanya uang dan adakalanya 

benda yang diperjual belikan. Sedangkan siqhat adakalanya ijab dan 

adakala qabul. 
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Berdasarkan pernyataan tersebut diatas jelaslah bahwa rukun jual beli itu ada 

enam macam diantaranya. 

1. Ijab (ucapan dari penjual) 

2. Qabul (ucapan dari pembeli) 

3. Penjual 

4. Pembeli 

5. Benda yang dijual 

6. Uang (alat tukar uyang sah) 

b. Syarat syah jual beli 

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli syah. 

Haruslah dipenuhi syarat syarat yang secara garis besar adalah tentang subjeknya, 

tentang objeknya dan tentang lafaznya. 

1.  Tentang subjeknya 

Bahwa keduanya belah pihak (penjual dan pembeli) yang 

melakukan perjanjian jual beli tersebut adalah: 

a. Berakal. 

Sebab hanya orang berakalah yang sanggup melakukan transaksi 

jual beli secara sempurna. Sedangkan orang gila atau bodoh tidak syah 

jual belinya
24

. Bila mereka (orang gila, mabuk, dan sebagainya) 

melakukan jual beli kemungkinan akan menimbulkan kesalah pahaman 

atau penipuan hingga tidak bisa dipertanggung jawabkan perbuatanya 

itu. 

                                                             
24 H. Moqarrabin, Fiqih Awam Lengkap, (Demak: CV. Media Ilmu, 1997), h. 139 
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Dasarnya Al-Quran Q.S An-Nisa[4];5:  

قهىۡههنۡۗۗ ازۡشه اۗوَّ نۡۗقِيٰو  لـَكه هۗ
ۗالَّتِىۡۗجَعَلَۗاّللٰ نه فهََااءَۗاهَۡىَالـَكه  وَلَّۗتهؤۡتهىاۗالسُّ

وۡف اۗ عۡسه ۗهَّ فِيۡهَاۗوَاكۡسهىۡههنۡۗوَقهىۡلهىۡاۗلهَهنۡۗقىَۡلّ   

Artinya: dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang 

belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam 

kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. 

berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan 

ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. 

Akan tetapi bagi orang gila yang dapat saja sadar seketika dan 

gila seketika (kadang-kadang sadar dan kadang-kadang gila) maka akad 

yang dilakukan ketika ia sadar dinyatakan syah dan yang dilakukan 

ketika gila dinyatakan tidak syah. Begitu pula halnya pada akad anak 

kecil yang sudah dapat membedakan dinyatakan syah hanya kepalitanya 

tergantung walinya. 

b. Kehendak sendiri 

Yang dimaksud dengan kehendak sendiri bahwa dalam 

melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan 

suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya. Sehingga pihak lainya 

tersebut melakukan jual beli bukan lagi kemauan sendiri tetapi 

disebabkan adanya unsur paksaan, jual beli yang dilakukan atas dasar 

tidak kehendak sendiri adalah tidak sah. Adapun yang menjadi dasar 

bahwa suatu jual beli itu hanya harus dilakukan atas dasar kehendak 

kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan, dapat dilihat dalam 

ketentuan Q.S An-Nisa[4];29:  
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ىْىَۗ تِجَازَة ۗ عَيْۗ اۗ اىَْۗ تكَه نْۗ باِلْباَغِلِۗ الَِّّ نْۗ  بيٌَْكَه ا اهَْىَالكَه لهىْا  يٰاايَُّهَا الَّرِيْيَۗ اٰهٌَهىْا لَّۗ تأَكْه

ا نْۗ زَحِيْو  َۗ كَاىَۗ بكِه
نْۗ اِىَّۗ اّللٰ ًْفهسَكه ا اَ نْۗ وَلَّۗ تقَْتهلهىْا ٌْكه  تسََاضۗ  هِّ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara 

kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 

 

c. Keduanya tidak mubazir 

Maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian 

jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir) sebab orang 

yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak 

cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri suatu 

perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum tersebut menyangkut 

kepentingannya sendiri. Orang boros di dalam hukum berada dibawah 

pengampunan/perwalian yang melakukan perbuatan hukum untuk 

keperluanya adalah pengampu atau walinya. Hal ini sesuai dengan Q.S 

An-Nisa[4];5, yang mana Allah berfirman:  

 

Artinya: dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang 

belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam 

kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. 

berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan 

ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. 

d. Baliqh atau dewasa 

Dalam hukum Islam yang dimaksud baliqh adalah telah berumur 
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15 tahun atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak 

perempuan) dengan demikian jual beli yang diadakan anak anak kecil 

adalah tidak sah. Namun demikian bagi anak yang telah bisa membedakan 

mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi belum dewasa menurut 

pendapat sebagian ulama bahwa mereka diperbolehkan berjual beli 

barang-barang yang kecil-kecil misalnya jual beli permen, roti dan 

sebagainya. Karena kalau tidak boleh sudah barang tentu menjadi 

kesulitan sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan mengadakan 

aturan yang mendatangkan kesulitan bagi pemeluknya. 

2. Tentang objeknya. 

Yang dimaksud dengan objek jual beli disini adalah benda yang 

menjadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang dijadikan objek jual beli 

haruslah memenuhi syarat syarat sebagai berikut: 

a. Bersih barangnya 

b. Dapat dimanfaatkan 

c. Milik orang yang melakukan akad 

d. Mampu menyerahkanya 

e. Mengetahui 

f. Barang yang dijadikan akad ada ditangan (dikuasai). 

3. Tentang lafazhnya 

Dalam akad jual beli harus ada ijab dan qabul, maksudnya pihak 

penjual atas namanya (dengan rela melepaskan barangnya, misanya 

dengan ucapan ) “ aku jual barang ini kepada kamu dan menukar dengan 
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uang/ yang lain”. Sedangkan pihak pembeli atau atas namanya, 

mengucapkan “ telah aku beli barang ini dan kini telah menjadi milikku”, 

atau dengan ucapan yang tujuannya sama. Pada dasarnya ijab dan qabul 

itu sama sama suka pihak penjual rela menyerahkan barangnya, dan pihak 

pembeli dengan rela menerima meskipun ijab dan qabul dilakukan 

dengan lisan ataupun dengan mengunakan tulisan, asalkan didasari oleh 

jiwa yang saling rela merelakan (teradili) sebagaimana yang telah 

dinyatakan oleh Allah dalam Q.S An-Nisa[4]:29: 

ىْىَۗ تِجَازَة ۗ عَيْۗ اۗ اىَْۗ تكَه نْۗبَۗ باِلْباَغِلِۗ الَِّّ يٌْكَه نْۗ   ا اهَْىَالكَه لهىْا  يٰاايَُّهَا الَّرِيْيَۗ اٰهٌَهىْا لَّۗ تأَكْه

ا نْۗ زَحِيْو  َۗ كَاىَۗ بكِه
نْۗ اِىَّۗ اّللٰ ًْفهسَكه ا اَ نْۗ وَلَّۗ تقَْتهلهىْا ٌْكه  تسََاضۗ  هِّ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara 

kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 

Selain itu pula penyerahan barang itu dapat diartikan sebagai ijabnya, 

sekalipun tanpa ijab penyerahan. Dan sebaliknya penyerahan barang itu 

sebagai qabulnya. Sekalipun tanpa kalimat yang diucapkan. Sebagai 

mana adat kebiasaan yang telah berjalan semenjak dahulu kala. 

D. Macam macam jual beli 

Jual beli adalah kegiatan muamalah manusia yang komplek, terdiri dari 

berbagai macam. Macam-macam jual beli dapat ditinjau dari beberapa bagian, 

yakni. 

1. Ditinjau dari sifat akad dan keadaannya, yang dapat dibagi kepada 
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beberapa bagian yaitu: 

a. Jual beli dengan khiyar 

Maksud jual beli dengan khiyar adalah antara penjual dan pembeli 

boleh melanjutkan jual beli atau membatalkan jual beli tersebut 

sebelum keduanya terpisah. Apabila terjadi perselisihan baik mengenai 

harga atau mengenai barang yang dalam perjanjian kedua belah pihak, 

jual beli khiyar ini di bolehkan dalam Islam. 

b. Jual beli murabahah 

Menurut keterangan dari Syafi‟i Antonio, bahwa jual beli 

murabahah yakni harga jual beli barang pada harga asal dengan 

tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai al murabahah ini, 

penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan 

suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan. 

c. Jual beli salam 

Jual beli salam adalah jual beli pesanan, yakni menjual sesuatu 

yang dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat: barang itu ada 

dalam pengakuan (tanggungan) sipenjual
25

. Maksud jual beli salam ini 

adalah benda yang diperjual belikan masih dalam pengakuan atau 

dapat diserahkan pada waktu yang ditentukan. Dimana sipembeli 

menyebutkan sifat-sifat barang yang dipesan jika tidak memenuhi 

syarat-syarat yang disepakati bersama maka sipembeli dapat menolak 

dan mencabut jual beli tersebut. 

                                                             
25

 H. Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994), cet ke-27 



36 
 

 
 

2. Ditinjau dari sifat barang yang dijual, dapat dibagi: 

a. Jual beli mastmun (mutlak)  

 Yang dimaksud dengan jual beli mastmun adalah jual beli berupa 

harga atau uang di satu pihak dan barang dipihak lain. Jual beli 

mastmun ini disebut juga dengan jual beli umum sehari hari, 

Contohnya: saya jual tas ini kepada kamu dengan harga Rp 

30.000,- 

b. Jual beli sharf 

Jual beli sharf adalah jual beli mata uang, para ulama sepakat bahwa 

jual beli mata uang ini bolehkan asalkan antara uang yang dibeli 

dengan yang dijual seimbang, seperti orang yang menunaikan 

ibadah haji ke makkah, mata uang yang berbeda dengan mata uang 

yang berlaku di Negara itu, maka mau tidak mau harus terjadi 

pertukaran mata uang. Seandainya jual beli mata uang tidak 

diperbolehkan maka tentulah akan menimbulkan kesulitan.
26

 

E. Jual beli terlarang 

Adapun Jual beli yang dilarang, antara lain : 

1. Membeli barang untuk ditahan agar dijual dengan harga yang lebih 

mahal, sementara masyarakat membutuhkan barang tersebut waktu itu. 

Jual beli semacam ini dilarang Karena merusak kepentingan 

masyarakat secara umum. 

2. Jual beli benda yang akan dijadikan alat untuk maksiat sekalipun 

                                                             
26

 Sohari Sahri, Fikih Muamalah, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2011), h.71 
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benda atau barang itu ada manfaatnya. Akan tetapi karena salah 

gunakan, maka jual beli itu termasuk dilarang. 

3. Barang yang hukumkan najis oleh agama seperti anjing, babi, bangkai, 

dan khamar. 

4. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba 

jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan, Jual beli ini 

hukumnya haram. 

5. Memperjual belikan anak binatang yang masih dalam kandungan. 

6. Jual beli gharar yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan 

terjadi penipuan. 

7. Jual beli muzabanah yaitu jual beli buah yang basah dengan yang 

kering. 

Misalnya menjual padi kering dengan padi basah sedangkan ukuranya 

dengan kilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering. 

8. Jual beli mulamasah adalah jual beli dengan cara sentuh menyentuh. 

Sebagaimana hadist Rasullulah SAW: Artinya: Hadist Dari Abu 

Hurairah R.A bahwa Rasullulah SAW melarang menjual belikan 

barang secara mulamasah dan munabadzah (H.R Bukhari). 

9. Mengurangi takaran dan timbangan dalam jual beli Salah satu macam 

penipuan adalah mengurangi timbangan.27 Allah berfirman dalam Q.S 

Asy-Syu‟ara[26];181-183: 

ۚ ۗ وَشًِهىْا الْقِسْطاَسِۗ      خْسِسِيْيَۗ  ىًْهىْا هِيَۗ الْوه  اوَْفهىا الْكَيْلَۗ وَلَّۗ تكَه

                                                             
27
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ۚ ۗ لَّوَۗ الٌَّاسَتبَْخَسهىا اشَْياَۤءَههنْۗ لَّوَۗ تعَْثىَْا فِۗ الّْزَْضِۗ          سْتقَِيْنِۗ    الْوه

 ۗ ۚ فْسِدِيْيَۗ     هه

Artinya: Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk 

orang- orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan 

yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya 

dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat 

kerusakan; 

 

Muamalah seperti ini suatu contoh yang harus dilakukan oleh setiap 

muslim dalam kehidupannya, dalam bermuamalah. Dalam tiap menimbang dia 

tidak mengurangi takaran dan timbangan untuk orang lain. Disini kita dituntut 

untuk jujur dan tidak melakukan kecurangan di permukaan bumi ini. 

F. Hikmah Jual Beli 

Allah mensyari‟atkan jual beli sebagai pemberian dan keluasan dari-Nya. 

Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, 

pangan, dan lain-lainya. Kebutuhan seperti ini tidak akan pernah terputus dan 

tidak henti-hentinya selama manusia masih ada atau masih hidup. Tak seorangpun 

dapat memenuhi hajad hidupnya sendiri. Karena itu ia dituntut berhubungan 

dengan lainya. Dalam hubungan ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna 

dari pertukaran dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian 

ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing- 

masing.
28

 

 

2.2 Jual Beli Dengan Sistem Peminjaman Uang 

1. Pengertian Akad Qardh 
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 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta,Kencana,2015), h.88 
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Menurut Kamus Bahasa Indonesia pinjam meminjam adalah uang yang di 

pinjam orang lain dan yang di pinjamakan kepada orang lain. Dalam Islam pinjam 

meminjam di kenal dengan istilah Qardh. 

Secara etimologis, Qardh merupakan bentuk masdhar dari kata qaradha 

asy-syai'-yaqridhu, yang berarti dia memutuskannya. Qardh adalah bentuk 

masdhar yang berarti Memutuskan. Dikatakan qaradhusya'ia bil-miqradh atau 

memutus sesuatu dengan gunting. Al-Qard adalah sesuatu yang diberikan oleh 

pemilik untuk di bayar.  

Menurut Hukum Syara para ahli fikih mendefinisikan pinjam meminjam 

sebagai berikut : 

a. Menurut Hanafiyah, pinjam meminjam merupakan akad khusus 

pemberian harta mitsil kepada orang lain dengan adanya kewajiban 

pengembalian semisalnya.
29

 

b. Menurut mahzab maliki, pinjam meminjam adalah pembayaran dari 

sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau 

setimpa. 

c. Menurut mahzab hambali, pinjam meminjam adalah pembayaran uang 

ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan 

kembalikan sesuai dengan padananya. 

d. Menurut mahzab syafi‟i, pinjaman adalah sesuatu yang diberikan 

orang lain (yang pada suatu harus dikembalikan). 

Dari pengertian diatas dapat di pahami bahwa pinjam meminjam ini dapat 
                                                             

29
 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta:pustaka pelajar, 

2010), h, 254 
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di artikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti 

harus dikembalikan, bukan sesuatu (mal/harta) yang diberikan tersebut.
30

 

 Beberapa pengertian pinjam meminjam diatas dapat disimpulkan bahwa 

pinjam meminjam adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat di tagih 

atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan 

imbalan. Pinjam meminjam juga pada intinya adalah perbuata aktifitas yang 

mempunyai tujuan untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan 

pertolongan baik berupa materi, dan sangat dianjurkan karena memberikan himah 

dan manfaat bagi pemberi utang maupun penerima utang. Pinjam meminjam di 

perbolehkan selama tidak ada unsur-unsur yang merugikan salah satu pihak. 

2. Dasar Hukum 

Hukum asal dari pinjam meminjam adalah tolong menolong antara orang 

yang mampu dengan orang yang tidak mampu, ataupun sesama orang yang 

mampu pun ada kemungkinan saling pinjam meminjam atau menghutang-

menghutang. Akan tetapi tidak semua pinjam meminjam dibenarkan oleh syara‟. 

Hukum pinjam meminjam itu bisa saja  berubah-rubah sesuai dengan kondisi dan 

situasinya masing-masing, bisa jadi berubah menjadi wajib di sebabkan orang 

yang meminjam sangat membutuhkannya. 

Akad Qardh berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Adapun landasan 

akad qardh berdasarkan adalah sebagai berikut31:  

a. Al-Qur'an  

                                                             
30

 Ahmad Mawardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta :Amzah, 2015) h, 274 

31
 Sri Sudiarti, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Medan:FEBI UIN-SU Pres, 2018), h.170 
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هُ   
احَسَن ا فيَهعَاعِقهَهُ لهَ  ُ اظَْعَافُ  كَثِيرَْة ُ وَاّللٰ َُ  قرَْظ 

 ذَا الَّذِيُْ  يهقْرَضهُ اّللٰ

 مَنُْ

وْنَُ  ُ وَالِيَْهُِ تهرْجَعه
طه  ه  يقَْبطِهُ وَيبَْص 

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah ,pinjaman yang baik 

(menafkahkan hartanya di jalan Allah ,)maka Allah akan meperlipat 

gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak .Dan 

Allah menyempitkan dan melapangkan( rezki )dan kepada-Nya-lah kamu 

dikembalikan” (Q.S Al-Baqarah:245)  

b. Ijma  

ulama ahli fikih juga telah bersepakat,bahwa qardh disyariatkan 

dalam bermuamalah. Hal ini karena dalam akad qardh terdapat unsur 

untuk meringankan beban orang lain tanpa mengharap imbalan dan 

berdasarkan prinsip tolong-menolong. Karena qardh merupakan akad 

pinjaman tanpa adanya syarat (tanpa adanya bunga). 

c. Hadis  

Pinjam meminjam merupakan salah satu bentuk taqarrub kepada Allah 

SWT, karena pimjam meminjam berarti berbuat lemah lembut dan 

mengasihi sesama manusia, mrmberikan kemudahn dan solusi dari 

kesulitan yang telah menimpa orang lain. Islam menganjurkan dan 

menyukai meminjamkan (Qiradh). Serta Islam tidak mengangap sebagai 

suatu tersebut untuk di manfaatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan 

hidupnya, dan peminjaman tersebut mengembalikan harta seperti semula.  

Diriwayatkan oleh Bukhari di dalam shahih Bukhari yang artinya : 

 Rasulullah Shallahu „alaihi wasallam bersabda : “Barangsiapa ingin di 

selamatkan Allah dari kesusahan hari kiamat, maka hendaklah ia 

memberikan tangguhan kepada orang yang kesulitan, atau membebaskan 

hutangnya.” Dan telah menceritakan kepadaku Abu At Thahir telah 
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mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Jarir 

bin Hazim dari Ayyub dengan sanad-sanad ini seperti Hadits tersebut. 

 

Hadits diatas dapat di pahami bahwa pinjam minjam merupakan suatu perkara 

atau perbuatan yang dianjurkan tanpa ada tambalan yang menjadi persyaratan 

dalam pembayaran utang tersebut. Adapun landasan qardh dalam kontes peraturan 

hukum di Indonesia terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 

Pasal 612-617. Menurut Fatwa Dewan Syariah Qardh, yang dimaksud dengan 

qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang 

memerlukan.  

3. Rukun Qardh 

Rukun Qardh ada tiga yaitu adalah: 

1.  Akid (Muqridh dan Muqtaridh) (Orang yang berhutang dan berpiutang) 

Dalam hal ini disyaratkan: 

a) Muqridh harus seorang Ahliyat at-Tabarru‟, maksudnya orang yang 

mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak 

menurut pandangan syariat. 

b) Tidak adanya paksaan seorang muqridh dalam memberikan bantuan 

hutang harus didasarkan atas keinginannya sendiri dan tidak ada 

paksaan dari pihak lain. 

c) Muqtaridh atau orang yang berhutang haruslah orang yang Ahliyah 

mu‟amalah, artinya orang tersebut harus baligh, berakal waras, dan 

tidak mahjur (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan 

mengatur sendiri hartanya karena factor-faktor tertentu). 

2. Qardh (barang yang dipinjamkan) 
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a) Barang yang dihutang harus sesuatu yang bisa diakad salam. Segala 

sesuatu yang bisa diakad salam, juga sah dihutangkan, begitu juga 

sebaliknya. 

b) Qardh atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki 

manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena 

qardh adalah akad terhadap harta. 

3.  Shiqat (Ijab qabul) 

Ungkapan serah terima harus jelas dan bisa dimengerti oleh kedua 

belah pihak, sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman di kemudian 

hari.. Akad qardh tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab dan qabul 

seperti halnya dalam jual beli32. Contoh ucapaj ijab seperti : “Aku 

memberimu pinjaman,” “Aku menghutangimu,” “Ambilah barang ini 

dengan ganti dengan barang yang sejenis,” Atau “Aku berikan barang ini 

kepadamu dengan syarat kamu mengembalikan gantinya.” 

4. Hikmah dan manfaat di syariatkan Qardh 

Hikmah di syariatkannya Qard sebagai berikut: 

a. Melaksanakan kehendak Allah SWT, agar kaum muslimin saling 

menolong dalam kebaikan dan ketaqwaaan. 

b.  Menguatkan ikatan persaudaraan dengan cara mengulurkan bantuan 

kepada orang yang membutuhkan  Dan mengalami kesulitan dan 

meringankan beban orang yang tengah di landa kesulitan
33

. 

                                                             
32

 Ibid, h. 170-171 

33
 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 336 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Di Desa Pasenggerahan kehidupan sehari-hari mereka tergantung pada 

hasil perkebunan jual beli kelapa di lakukan dengan dua sistem yakni 

kelapa bulat dan kelapa kopra, yang mana harga kelapa di tentuh kan oleh 

toke itu sendiri. Yang mana Harga yang ditetapkan oleh toke jauh lebih 

murah dari harga pasaran jika petani memiliki hutang kepada toke, dan 

dalam perhitungan kelapa setiap 102 buah kelapa di hitung 100 buah.  

Desa Pasenggerahan karena banyak masyarakat yang mengalami suatu 

kesulitan dalam masalah dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau 

untuk keperluan lain yang sifatnya mendesak, maka orang tersebut 

mencari dan mendatangi orang yang dianggap mempunyai uang yang 

cukup untuk meminjam uang yaitu toke yang mana nanti hasil panen 

kelapanya di jual kepada toke tersebut. Namun kenyataan yang terjadi 

banyak toke-toke yang melakukan kecurangan dalam jual beli kelapa bulat 

dengan sistem peminjaman uang ini. Yang mana toke mengambil 

keuntungan dari peminjaman uang yang mereka pinjamkan kepada petani 

kelapa tersebut. 

2. Dalam Islam pelaksanaan jual beli dengan sistem peminjaman uang yang 

dibenarkan oleh islam karena Pinjam meminjam uang termasuk transaksi 

muamalah yang mengandung nilai tolong-menolong. Dengan demikian 
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pelaksanaan jual beli kelapa bulat dengan sistem peminjaman uang yang 

dilakukan oleh toke dengan petani di Desa Pasenggerahan  Kecamatan 

Sungai Batang belum sesuai dengan Fiqh Muamalah. Karena tidak 

mengikuti landasan atau prinsip dari Fiqh muamalah itu sendiri. Karena 

dalam pelaksanaannya terdapat unsur penipuan dalam masalah harga dan 

kecurangan dalam hitungan jumlah kelapa. 

 

B. Saran 

Sesuai dengan  hasil penelitian yang penyusun peroleh di lapagan. Maka 

penyusun ingin memberi beberapa saran- saran yang di rumuskan sebagai 

berikut :  

1. Masyarakat di harapkan agar dalam melakukan jual beli kelapa  mengikuti 

ketentuan-ketentuan  yang telah tertuang dalam rukun dan syarat jual beli, 

sehinga tidak menimbulkan berbagai kecurangan. 

2. Untuk menjaga antara sesama masyarakat Islam, dalam jual beli hendaklah 

berpedoman pada aturan- aturan yang telah di gariskan oleh syariat Islam 

dan benar-benar mengetahui dalam pelaksanaan jual beli di lapangan. 

3. Di harapkan kepada pemuka adat, toko agama dan toko masyarakat agar 

dapat memberikan pandagan kepada para petani, pemberi modal agar 

melakukan jual beli yang baik dan tidak bertetangan dengan ajaran syariat 

Islam. 
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LAMPIRAN 
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DAFTAR WAWANCARA KE PETANI KELAPA 

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli kelapa bulat di desa pasenggerahan?  

2. Bagaiman pendapat anda tentang jual beli kelapa bulat di desa 

pasenggerahan? 

3. Bagaimana pendapat anda tentang harga kelapa bulat di desa 

pasenggerahan? 

4. Bagaimana pendapat anda tentang harga kelapa bulat yang tidak menentu? 

5. Mengapa anda menjual kelapa selain pemberi pinjaman uang (toke)?  

6. Apakah yang menyebabkan anda tidak menjual kelapa kepada pemberi 

pinjaman uang (toke)? 

7. Siapakah yang seharusnya menentuhkan harga kelapa? 

8. Bagaimana tingkat kesejahteraan para petani kelapa yang ada di desa 

pasenggerahan? 

9. Dari pengalaman anda berapa banyak perselisihan harga terhadap petani 

yang memiliki pinjaman dengan yang tidak memiliki pinjaman? 

10. Pernahkah anda menjumpai toke yang tidak melakukan kecurangan terhadap 

petani yang memiliki pinjaman? 
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DAFTAR WAWANCARA KE TOKE 

1. Apa yang menyebabkan pemberi pinjaman uang (toke) membeli kelapa bulat 

di bawah harga pasaran?  

2. Dari hasil pengalaman anda apakah ada sanksi atau aturan yang mengikat 

kedua belah pihak apabila salah satu darinya tidak menepati janji mengenai 

peminjaman uang ini? 

3. Bagaiman pendapat anda tentang orang yang meminjam uang ke toke tapi 

tidak menjual kelapanya ke toke tersebut? 
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